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UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 

 

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4 

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak 

eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. 

Pembatasan Pelindungan Pasal 26 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak 

berlaku terhadap: 

i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk 

pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan 

informasi aktual; 

ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan 

Karya Ilmiah ilmu pengetahuan; 

iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan 

pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan 

Pengumuman sebagai bahan ajar; dan 

iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak 

Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, 

atau Lembaga Penyiaran. 

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan 

Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 

dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 

pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, 

dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjat kan kehadirat Allah SWT, 

Tuhan semesta alam. Atas izin dan karunia-Nya, kami 

dapat menyelesaikan Modul ini tepat waktu tanpa kurang 

suatu apa pun. Tak lupa pula penulis haturkan shalawat 

serta salam kepada junjungan Rasulullah Muhammad 

SAW. Semoga syafaatnya mengalir pada kita di hari akhir 

kelak. 

Penulisan Modul ini berjudul ‘PERPAJAKAN & 

PRAKTEK’. Selama proses penyusunan Modul ini penulis 

mengucapkan terimkasih kepada: 

1. Teman-teman yang sudah mensuport saya dalam 

menyelesaikan Modul ini 

2. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan 

3. Pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu per 

satu 

Akhirul kalam, penulis menyadari bahwa Modul ini 

masih jauh dari sempurna. Besar harapan penulis agar 

pembaca berkenan memberikan umpan balik berupa 

kritik dan saran. Semoga makalah ini bisa memberikan 

manfaat bagi berbagai pihak. Aamiin. 
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PENGERTIAN 

Adalah pajak atas penghasilan atau gaji, upah, 

honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang 

diterima  atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam 

negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, 

dan kegiatan. 

 

PEMOTONG PPH PASAL 21 

 Pemberikerja yang terdiri orang pribadi atau badan 

 Bendaharawan pemerintah baik pusat atau daerah 

 dan pension atau badan lain seperti jaminan social 

tenagakerja 

 Perusahaan dan bentuk usaha tetap 

 Yayasan lembaga kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, 

organisasi massa, organisasi social politik dan 

organisasi lainya serta organisasi lainya yang telah 

ditentukan berdasarkan keputusan mentri keuangan 

 Penyelenggara kegiatan 
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PENERIMAPENGHASILAN YANG DI 
POTONG PPH PASAL 21 

 Pegawai tetap 
 Tenaga lepas (seniman, olahragawan, penceramah, 

pemberi jasa pengelolaan proyek distributor MLM dan 
kegiatan sejenis 

 Penerima pension, mantan pegawai, termasuk orang 
pribadi atau warisan yang menerima tabungan hari 
tua atau jaminan hari tua 

 Penerima honorarium 
 Penerimaupah 
 Tenaga ahli (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, 

konsultan, notaries, penilai dan akuntansi) 
 

PENGHASILAN YANG DIPOTONG 
PPH PASAL 21 ADALAH : 

 Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai 
tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur 
maupun tidak teratur; 

 Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima 
paensiun secara teratur berupa uang pension atau 
penghasilan sejenisnya; 

 Penghasilan sehubungan dengan pemutusan 
hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan 
pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang 
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pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua 
atau jaminan hari tua dan pembayaran lain jenis; 

 Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja 
lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah 
satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan 
secara bulanan; 

 Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa 
honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan 
dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan; 

 Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa 
uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, 
hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama 
apapun; 

 Penerimaan dalam bentuk antara dan/atau 
kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk 
apapun yang diberikan oleh : 

 Bukan Wajib Pajak 

 Wajib Pajak yang dikenakan Pajak  Penghasilan 
yang bersifat final  

 Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan 
berdasarkan norma penghitungan khusus 

 

TARIF 
PENGHASILANTIDAKKENAPAJAK(

PTKP) 

Tarif PTKP tahun 2022 yang berlaku saat ini masih 

mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 
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101/PMK.010/2016. Berikut ini adalah cara perhitungan 

PTKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan – 

101/PMK.010/2016 tersebut : 

1. Wajib Pajak Tidak Kawin (TK) 

Uraian Status PTKP 

WajibPajak TK0 54.000.000,- 

Tanggungan 1 TK1 58.500.000,- 

Tanggungan 2 TK2 63.000.000,- 

Tanggungan 3 TK3 67.500.000,- 

 

2. Wajib Pajak Kawin 

Uraian Status PTKP 

WP Kawin K0 58.500.000,- 

Tanggungan 1 K1 63.000.000,- 

Tanggungan 2 K2 67.500.000,- 

Tanggungan 3 K3 72.000.000,- 

 

3. Wajib Pajak Kawin, penghasilan istri dan suami 

digabung 

Uraian Status PTKP 

WP Kawin K/I/0 112.500.000,- 

Tanggungan 1 K/I/1 117.000.000,- 
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Uraian Status PTKP 

Tanggungan 2 K/I/2 121.500.000,- 

Tanggungan 3 K/I/3 126.000.000,- 

 

Catatan: 

 Tunjangan PTKP untuk anak atau tanggungan 

maksimal 3 orang 

 TK : Tidak Kawin 

 K : Kawin 

 K/I : Kawin dan penghasilan pasangan digabung 
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Pemerintah telah melakukan perubahan ketentuan 

perpajakan melalui Rancangan Undang-Undang 

Harmonisai Peraturan Pajak (RUU HPP) yang telah 

disetujui pada Sidang Paripurna DPR pada tanggal 7 

Oktober 2021. Terdapat banyak perubahan ketentuan 

pajak dan salah satunya adalah tariff pajak orang pribadi 

yang baru. Tarif pajak orang pribadi yang baru 

memperbaharui ketentuan yang sebelumnya diatur pada 

pasal 17 UU PPh (Undang-Undang Pajak Penghasilan). 

Perubahan ini berdampak pada perubahan perhitungan 

PPh 21 Karyawan perusahaan. 

Berikut ini perubahan tariff pajak orang pribadi 

berdasarakan UU HPP yang memperbaharui Pasal 17 ayat 

(1) huruf a UU PPh. 

UU PPh UU HPP 

Lapisan 
Penghasilan Kena 
Pajak 

Tarif Lapisan 
Penghasilan Kena 
Pajak 

Tarif 

0 sampai dengan 
Rp.50.000.000,- 

5% 0 sampai dengan 
Rp.60.000.000,- 

5% 

di atas 
Rp.50.000.000,-
sampai dengan 
Rp.250.000.000,- 

15% di atas 
Rp.60.000.000,-
sampa idengan 
Rp.250.000.000,- 

15% 

di atas 
Rp.250.000.000,-
sampai dengan 
Rp.500.000.000,- 

25% di atas 
Rp.250.000.000,-
sampai dengan 
Rp.500.000.000,- 

25% 
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UU PPh UU HPP 

di atas 
Rp.500.000.000,- 

30% di atas 
Rp.500.000.000,-
sampai dengan 
Rp.5.000.0000.000,
- 

30% 
  

  
Di atas 
Rp.5.000.000.000,- 

35% 
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Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan 

nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib 

dilakukan oleh: 

1. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, 

tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan 

sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh 

pegawai atau bukan pegawai; 

2. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, 

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; 

3. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan 

uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa 

pun dalam rangka pensiun; 

4. badan yang membayar honorarium atau pembayaran 

lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa 

termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan 

bebas; dan 

5. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran 

sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. 

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib 

melakukan pemotongan pajak sebagaimana tersebut di 

atas adalah kantor perwakilan negara asing dan 

organisasi-organisasi internasional. Jika pemberi pemberi 

kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak 

sebagaimana tersebut di atas adalah kantor perwakilan 
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negara asing dan organisasi-organisasi internasional 

maka disebut dan termasuk dalam kategori pemotongan 

Pajak Penghasilan Pasal 26.
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Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang 

dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah 

penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan 

atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan 

Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan 

pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap 

lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan 

bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak 

dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan 

Peraturan Menteri Keuangan. Tarif pemotongan atas 

penghasilan adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud 

dalam UU PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali 

ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah. 

Besarnya tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak 

yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih 

tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang 

diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat 

menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan 

pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, 

jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan. 

Berikut tata cara perhitungan PPH pasal 21: 

1. Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, bukan 

pegawai yang memiliki NPWP dan menerima 

penghasilan secara berkesinambungan dalam 1 (satu) 
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tahun dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a 

Undang-Undang PPh dikalikan dengan Penghasilan 

Kena Pajak (PKP). PKP dihitung berdasarkan sebagai 

berikut: 

a. Pegawai Tetap: Penghasilan bruto dikurangi biaya 

jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 

6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan); 

dikurangi iuran pensiun, Iuran jaminan hari tua, 

dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

b. Penerima Pensiun Bulanan: Penghasilan bruto 

dikurangi biaya pensiun (5% dari penghasilan 

bruto, maksimum Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 

200.000,00 sebulan) dikurangi PTKP. 

c. Bukan Pegawai yang memiliki NPWP dan 

menerima penghasilan secara berkesinambungan: 

50 % dari Penghasilan bruto dikurangi PTKP 

perbulan. 

2. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh 

penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a 

dikalikan dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto 

untuk setiap pembayaran imbalan yang tidak 

berkesinambungan; 

3. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh 

penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a 

dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto untuk 

setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak 

dipecah; 
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4. Pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, dan 

calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya yang 

menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, 

upah borongan dan uang saku harian yang besarnya 

melebihi Rp.150.000 sehari tetapi dalam satu bulan 

takwim jumlahnya tidak melebihi Rp. 1.320.000,00 dan 

atau tidak dibayarkan secara bulanan, maka PPh Pasal 

21 yang terutang dalam sehari adalah dengan 

menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah 

dikurangi Rp. 150.000,00. Bila dalam satu bulan 

takwim jumlahnya melebihi Rp.1.320.000,00 sebulan, 

maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk 

satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP 

sebenarnya dari penerima penghasilan yang 

bersangkutan dibagi 360. 

5. Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang 

menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber 

dananya berasal dari Keuangan Negara atau 

Keuangan Daerah dipotong PPh Ps. 21 dengan tarif 

15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali 

yang dibayarkan kepada PNS Gol. IId kebawah, 

anggota TNI/POLRI Peltu kebawah/ Ajun 

Insp./Tingkat I kebawah.
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Berikut adalah cara perhitungan PPh 21 karyawan 

berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Huruf a UU PPh dan UU 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Pajak. 

Seorang karyawan mendapatkan gaji dan tunjangan 

tetap sebesar Rp10 juta setiap bulannya dari perusahaan. 

Statusnya adalah belum menikah dan tanpa tanggungan, 

serta memiliki NPWP. 

Perhitungan PPh 21 berdasarkan UU PPh: 

Penghasilan 
bruto setahun 

Rp10.000.000 x 
12 bulan 

Rp120.000.000 

Dikurangi: 
Biaya Jabatan 

5% x 
Rp120.000.000 

(Rp6.000.000) 
*) Biaya jabatan 
dalam setahun max. 
Rp 6juta 

Penghasilan 
neto setahun 

 Rp114.000.000 

Penghasilan 
tidak kena 
pajak (TK/0) 

 (Rp54.000.000) 

Penghasilan 
Kena Pajak 

 Rp60.000.000 

PPh 21 
Tarif lapisan 
pertama 

5% x 
Rp50.000.000 

Rp2.500.000 

Tarif lapisan 
kedua 

15% x 
Rp10.000.000 

Rp1.500.000 

PPh 21 terutang 
setahun 

 Rp4.000.000 
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Penghasilan 
bruto setahun 

Rp10.000.000 x 
12 bulan 

Rp120.000.000 

PPh 21 per bulan  Rp333.333 

 

Sedangkan, cara perhitungan PPh 21 UU HPP. Hasilnya 

seperti berikut: 

Penghasilan 
bruto setahun 

Rp10.000.000 x 
12 bulan 

Rp120.000.000 

Dikurangi: 
Biaya Jabatan 

5% x 
Rp120.000.000 

(Rp6.000.000) 

Penghasilan 
neto setahun 

 Rp114.000.000 

PTKP TK/0  (Rp54.000.000) 

Penghasilan 
Kena Pajak 

 Rp60.000.000 

PPh 21 terutang 
setahun 

5% x 
Rp60.000.000 

Rp.3.000.000 

PPh 21 per 
bulan 

 Rp250.000 

 

dengan tarif baru PPh 21 2022, karyawan akan membayar 

pajak lebih sedikit, akan tetapi, dampak tersebut hanya 

dapat dinikmati karyawan yang memiliki PKP di atas 

Rp50.000.000 setahun.
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PT. Star Abadi merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang produksi makanan dan minuman 

kemasan. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2011. 

Perusahaan tersebut mempekerjakan 20 orang karyawan 

tetap yang terbagi kedalam 3 bagian, yaitu bagian 

produksi, pemasaran, dan keuangan. Perusahaan 

memproduksi 1000 unit setiap harinya, yang terdiri dari 

400 unit makanan dan 600 unit minuman.  

Pada bagian produksi, karyawan digaji berdasarkan 

jam kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan yaitu 

selama 8 jam dengan istirahat selama 1,5 jam di sianghari 

dan gaji diberikan sebulan sekali. Karyawan di bagian 

produksi sebanyak 9 orang dan 1 orang manajer. Pada 

bagian pemasaran mempekerjakan 6 orang pegawai tetap 

yang masing-masing bertanggungjawab membawahi 2 

orang tenaga lepas (bukan pegawai tetap perusahaan 

pembayaran gaji secara mingguan) dan 1 orang manajer. 

Pada bagian keuangan terdapat 2 karyawan yang digaji 

secarabulanan dan seorang manajer, dan pada bagian ini 

kadang terdapat biaya lembur ketika mereka harus 

menyusun laporan akhir tahun.  

Karyawan tetap pada bagian keuangan dan 

pemasaran mendapatkan tunjangan kesehatan dan 

kecelakaan kerja sebesar 0,3% dari gaji pokok dan 

dibayarkan kepada instansi yang telah ditunjuk oleh 

pemerintah. Sedangkan pada karyawan bagian produksi 

mendapatkan tunjangan kesehatan dan kecelakaan kerja 
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sebesar 0,45% dari gaji pokok. Selain itu karyawan tetap 

juga mendapatkan THR setiap tahun, dan juga 

mendapatkan jaminan haritua sebesar 0,2% dari gaji 

pokok. 

Data karyawan dan penghasilan PT. Star Abadi 

adalah sebagai berikut: 

1. Identitas dan jabatan Pegawai 
No Nama dan 

NPWP 
L/
P 

Status Masuk 
kerja 

Berhenti 
kerja 

Jabatan 

1. Ahmad 
Ilham 

L K/3 Januari 
2011 

- Direktur 

2. Yusuf L K/2 Maret 
2013 

- Manajer 
pemasara
n 

3. Fatimah  P TK/- Mei 
2015 

- Manajer 
Keuangan 

4. Yudi L K/2 Novem
ber 2015 

- Manajer 
Produksi 

 Karyawan 
bag. 
Keuangan 

  
 

   

1. Marisa P TK/- Jan 2011   

2. Yuni P TK/- Nov 
2011 

  

 Karyawan 
bag. 
Pemasaran 

     

1. Adi  L K/1 Jan 2011   

2. Agus L K/3 Jan 2011   

3. Eko L K/2 Mei 
2011 

  

4. Budi L K/1 Mar 
2012 

  

5. Asep L K/3 Jan 2015   
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No Nama dan 
NPWP 

L/
P 

Status Masuk 
kerja 

Berhenti 
kerja 

Jabatan 

6. Toni L K/2 Jan 2015   

 Karyawan 
bag. 
Produksi 

     

1. Mariana P Tk/- Jan 2011   

2. Rina P TK/- Jan 2011   

3. Mega P TK/- Jan 2011   

4. Yuliana P TK/- Jan 2012   

5. Vena P TK/ Jan 2013   

6. Resty P TK/- Jan 2014   

7. Desy P TK/- Jan 2014   

8. Luna P TK/- Jan 2014   

9. Maya P TK/- Jan 2014   

 

2. RincianPenghasilanPegawai 

No Nama dan NPWP GajiPokok (Rp) Tunjangan (Rp) 

1. Ahmad Ilham 12.000.000 2000.000 

2. Yusuf  8.000.000 1.500.000 

3. Fatimah   7.500.000 1.500.000 

4. Yudi  7.200.000 1.500.000 
 Karyawan bag. 

Keuangan 
  

1. Marisa 6.000.000 1.000.000 

2. Yuni 5.500.000 1.000.000 
 Karyawan bag. 

Pemasaran 
  

1. Adi  4.500.000 2.000.000 

2. Agus 4.200.000 1.500.000 

3. Eko 4.100.000 1.500.000 

4. Budi 4.000.000 1.500.000 

5. Asep 4.000.000 1.500.000 

6. Toni 3.500.000 1.500.000 

 Karyawan bag. 
Produksi 
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No Nama dan NPWP GajiPokok (Rp) Tunjangan (Rp) 

1. Mariana 5.000.000 1.500.000 

2. Rina 4.700.000 1.200.000 

3. Mega 4.500.000 1.000.000 

4. Yuliana 4.200.000 1.000.000 

5. Vena 4.000.000 1.200.000 

6. Resty 4.100.000 1.200.000 

7. Desy 4.300.000 1.000.000 

8. Luna 4.600.000 1.000.000 

9. Maya 4.700.000 1.000.000 
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Petunjuk pengerjaan: 

 

1. Berdasarkan data tersebut di atas, hitunglah PPH pasal 

21 untuk seluruh karyawan di perusahaan tersebut 

untuk masa pajak Juni! 

2. Buatlah laporan SPT Masa bulan Juni! 

3. Susunlah Laporan SPT Tahunan orang pribadi untuk 

direktur dan Manajer Produksi! 

 

Data berikut digunakan untuk mengerjakan tugas 

A-2 Terkait dengan bagian pemasaran, setiap karyawan 

tetap pada bagian pemasaran membawahi 2 orang yang 

dibayar secara mingguan dengan jumlah hari kerja 5 hari 

dalam 1 minggu. 

Berikut ini data terkait dengan pegawai lepas pada 

bagian pemasaran: 

Nama Karyawan 

Pemasaran 

Nama Pegawai 

Lepas 
Gaji Status 

Adi  Doni 

Mery 

Rp 300.000 

Rp 250.000 

k/0 

TK/0 

Agus Restu 

Puput 

Rp 250.000 

Rp 250.000 

k/1 

TK/0 

Eko Yogi 

Yayuk 

Rp 300.000 

Rp 200.000 

k/0 

TK/0 

Budi Edo 

Ida 

Rp 300.000 

Rp 300.000 

k/1 

TK/0 

Asep Amir 

Ana 

Rp 200.000 

Rp 200.000 

k/1 

TK/0 

Toni Tri Rp 250.000 k/0 
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Nama Karyawan 

Pemasaran 

Nama Pegawai 

Lepas 
Gaji Status 

Vera Rp 250.000 TK/0 

    

 

Contoh : 

Eko pada bulan Agustus bekerja sebagai buruh harian 

pada PT Perkasa. ia bekerja sehari sebesar Rp. 300.000,00. 

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang : 

Upah sehari = Rp. 300.000,00 

Batas Upah harian yang Tidak di potong PPh = Rp. 

450.000,00 

PKP Sehari = Rp. 0,00 

PPh Pasal 21 Sehari = (5% x Rp. 0,00) = Rp. 0,00 
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4. 
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Berdasarkan data karyawan lepas di atas 

 

1. Hitunglah PPH pasal 21 untuk pegawai lepas pada 

bagian pemasaran berdasarkan data di atas! 

2. Hitunglah PPH pasal 21 untuk penerimaan THR bagi 

seluruh karyawan! 
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